®

pemidanaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal
197 ayat (1), khususnya Pasal 197 huruf h, yvaitu:

1. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Bandung Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2012/
PN.Bdg, memuat putusan: Menyatakan
terdakwa HS tersebut di atas telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “KORUPSI
SECARA  BERSAMA”
dakwaan subsidair.

sebagaimana

2.  Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 12/
TIPIKOR/2013/PT.Bdg, (vide: halaman
54), memuat putusan: Menyatakan
terdakwa HS tersebut di atas telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “KORUPSI
SECARA  BERSAMA”
dakwaan subsidair.

sebagaimana

Dengan melihat alasan-alasan sebagaimana
di atas, menurut penulis Putusan Nomor 1283 K/
Pid.Sus/2013, yang diputus pada tanggal 30 Juli
2013 telah melanggar persyaratan/ketentuan
dalam  memuat persyaratan pemidanaan
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 huruf
h, sehingga putusan tersebut batal demi hukum
(vide Pasal 197 ayat (2) KUHAP).

B. Kajian atas Putusan Kasasi Nomor 1283
K/Pid.Sus/2013 Mengenai Penerapan
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi

Hakim tingkat kasasi telah keliru pula
dalam penerapan Pasal 18 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana poin 3
amar Putusan Nomor 1283 K/Pid. Sus/2013, yang
menyatakan: “Menghukum terdakwa membayar
uang pengganti sebesar Rp.196.950.000 -
(seratus sembilan puluh enam juta sembilan
ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan
Jika terdakwa tidak membayar wang pengganti
paling lama dalam waktu satu bulan sesudah
keputusan pengadilan memperoleh kekuatan
hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat
disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi
vang pengganti tersebut, dan dalamhal terpidana
tidak mempunyai harta benda yang mencukupi
untuk membayar uang pengganti maka diganti
dengan pidana penjara selama dua tabhun.”

Penghukuman uang pengganti sebesar
Rp.196.950.000,- (seratus sembilan puluh enam
juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
kepada terdakwa adalah suatu kekeliruan judex
juris, karena dalam perkara in casu, kerugian
negara yang dipertimbangkan oleh judex juris
adalah sebesar Rp.815.850.000,- (delapan
ratus Iima belas juta delapan ratus lima puluh
ribu rupiah) sesuai dengan laporan hasil audit
investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Jawa
Barat Nomor  LHAI-I0889/PW10/05/2011
tanggal 31 Desember 2011 (Putusan Nomor
12874 K/Pid.Sus/2013: 64). Adapun di lain
pthak majelis kasasi/judex juris dalam Putusan
Nomor 1287 K/Pid.Sus/2013 telah menjatuhkan
pidana tambahan kepada AS (terpidana dalam
berkas perkara terpisah) untuk membayar uang
pengganti sebesar Rp.132.700.000,- (seratus
tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan
kepada AR (terpidana dalam berkas perkara
terpisah) untuk membayar uwang pengganti
sebesar Rp.448.475.000,- (empat ratus empat
puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima
ribu rupiah).
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